BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan

Untuk tahap perencanaan di Desa Buhu telah sesuai dengan peraturan
yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018
tentang pengelolaan keuangan desa. Namun masih terdapat kendala yang
dihadapi oleh pemerintah desa yang terletak pada Rencana Anggaran Biaya
yang seharusnya dibuat oleh aparat desa, namun disebabkan oleh kurangnya
pengetahuan dan kemampuan aparat desa maka pemerintah desa menyewa
seorang teknisi dalam melakukan perhitungan untuk pembangunan.

2. Tahap Pelaporan

Untuk tahap pelaporan yang ada di Desa Buhu dapat dikatakan belum
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam
Negeri, karena pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk semester
pertama yang belum sesuai prosedur sehingga menyebabkan sering terjadinya
keterlambatan untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester
pertama.

Tetapi untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk akhir

tahun telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri
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Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Karena kantor Desa Buhu melaporkannya
sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat minggu kedua bulan
juli tahun berjalan. Dan untuk kendala pada pelaporan terletak pada sistem yang
membutuhkan ketelitian yang tinggi, dan juga masih kurangnya pengetahuan
bendahara desa mengenai sistem tersebut.

5.2 Keterbatasan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah
diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dalam peneltian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan dan membahas mengenai 2 (dua) tahapan
dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu tahap perencanaan dan tahap
pelaporan.

2. Penelitian ini hanya fokus pada satu desa saja yaitu Desa Buhu Kecamatan
Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.

5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari
penelitian ini adalah:

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya
peran dan tugas dari masyarakat dalam membangun desa, termasuk
didalamnya adalah dalam proses penyusunan perencanaan keuangan desa,
agar setiap perangkat desa dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggung

jawab serta tugasnya masing-masing. Hal ini berguna untuk mencegahnya
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kesalah pahaman dan pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah desa
yang ada.

. Saran untuk Bendahara Desa Buhu agar membuat laporan semester pertama
tepat waktu yaitu paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan karena
jika tidak berdampak pada proses penetapan APBDes tahun berikutnya yang
mengalami keterlambatan juga, akibatnya realisasi pembangunan menjadi
terlambat. Dan juga masalah keterlambatan ini tidak hanya menjadi beban
buat pemerintah desa sendiri tapi jugamasyarakat.

. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan menjadikan penelitian ini sebagai
penelitian terdahulu, disarankan untuk membahas masing-masing komponen
Pengelolaan Keuangan Desa dari tahap perencanaan sampai dengan tahap
pertanggungjawabannya secara rinci dan mendalam. Serta dapat menambah

jumlah desa sebagai lokasi penelitian.
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